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BAB IV 

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 

 

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di 

Proyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023.  

Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow untuk 

tahun 2023, rencana penerimaan mengacu pada realisasi tahun 2021 

dan prediksi perkembangan potensi penerimaan selang tahun 2022. 

Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah dikelola 

selama ini, ada beberapa sumber pendapatan yang perlu 

dioptimalkan penerimaannya dengan meningkatkan kuantitas, 

jangkauan, dan kualitas pelayanan serta meningkatkan penegakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap 

memperhatikan dampak-dampak yang mungkin berpengaruh 

terhadap sendi perekonomian masyarakat. 

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin 

meluasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola 

pendapatan daerah. Berkaitan dengan rencana peningkatan 

pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang 

sesuai dengan peraturan perundangan adalah melalui Intensifikasi 

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peningkatan 

penerimaan lain-lain PAD yang sah, serta Peningkatan Dana 

Perimbangan. 

Khusus untuk Penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil 

Pajak Provinsi dalam APBD 2023 berdasarkan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 dan PMK 41 Tahun 2016 serta Peraturan 

Gubernur Nomor 4 Tahun 2017, diarahkan untuk pembangunan dan 

pemeliharaan jalan dan jembatan, moda transportasi lainnya, 

pelayanan kesehatan, dan penegakkan hukum. 

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah perlu 

diarahkan untuk: 

1. Meningkatkan PAD melalui jenis penerimaan Pajak Daerah yang 

meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan 

ruang lingkup kewenangan Kabupaten melalui Peraturan 
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Daerah, dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas 

pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan 

Pajak Daerah. 

2. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah 

melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia 

layanan publik yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat pengguna jasa / layanan yang menghasilkan 

Retribusi Daerah. 

3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang 

menghasilkan Retribusi Daerah. 

4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan 

Provinsi. 

5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah 

sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. 

6. Meningkatkan kerja  sama  dengan  Pemerintah Provinsi  

dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada 

bagi hasil Pajak Daerah. 

7. Sosialisasi dan public relationship untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

8. Peningkatan sarana dan prasarana / fasilitas dan pelayanan 

umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah. 

9. Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima dengan 

melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan 

publik yang diberikan. 

10. Melanjutkan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku, yang juga berimplikasi pada 

penerimaan penghargaan dari pemerintah pusat berupa 

insentif. 

 

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-

target pendapatan tahun 2023 sebagai berikut: 
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a. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak 

hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. 

b. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk 

membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan 

sarana dan prasarana penunjang. 

c. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, 

untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem 

dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang 

dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan 

masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak 

Daerah yang transparan dan akuntabel. 

d. Sosialisasi dan Publik Relationship, melalui kegiatan 

pertemuan umum maupun melalui media cetak dan 

elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah 

sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu 

upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah 

Kabupaten Bolaang Mongondow terutama pada tingkat 

Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari 

kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi 

terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi 

Pendapatan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow. 

e. Peningkatan  Fungsi   Koordinasi  Pengelolaan  

Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi  Rapat-

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan 

Daerah sebagai forum komunikasi   upaya-upaya   

pencapaian   target    Pendapatan Daerah sesuai peran dan 

tupoksi masing-masing PD/unit kerja yang berkontribusi 

terhadap Pendapatan Daerah. 

f. Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan 

analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak 

disesuaikan dengan memperhitungkan   daya bayar 

masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap 

perekonomian masyarakat termasuk investasi. 
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g. Optimalisasi sumber  pendapatan lain-lain PAD  yang  

sah melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan 

sumber daya milik   daerah   yang   berpotensi   

menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber 

pendapatan dalam struktur APBD. 

h. Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil 

Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran 

penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap 

APBD.  

Kemandirian pendapatan dengan mengoptimalkan seluruh 

potensi pendapatan akan berimplikasi pada peningkatan kapasitas 

fiskal daerah. 

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam 

bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai 

berikut:  

1. Penerimaan daerah  

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang 

terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 

penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, yang terdiri atas:  

a. Pendapatan daerah; dan  

b. Penerimaan pembiayaan daerah.  

2. Pengeluaran daerah  

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah 

sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan 

daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar 

hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:  

a. Belanja daerah; dan  

b. Pengeluaran pembiayaan daerah.  

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah 

dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah 

pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan 

belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan 

tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah 

pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.  
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Selanjutnya, APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan 

Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan 

negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:  

1. Pendapatan daerah;  

2. Belanja daerah; dan  

3. Pembiayaan daerah.  

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah 

dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terkait 

dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.  

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan 

pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya 

sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama 

dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. 

Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan 

daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara 

ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang 

diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. 

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan 

keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :                  

(1) Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan 

dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (2) Perencanaan, yaitu 

menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan 

pada tahun yang bersangkutan; (3) Pengawasan, yaitu menjadi 

pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan; (4) Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus 

diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi 

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan 

efesiensi dan efektivitas perekonomian; (5) Fungsi Distribusi, yaitu 

kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan; dan (6) Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara 

dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 

daerah. 

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut: 
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1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan 

daerah; 

2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi; 

3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS; 

4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan  

6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk 

melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. 

Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow untuk 

tahun 2023, rencana penerimaan mengacu pada realisasi tahun 2020 

dan prediksi perkembangan potensi penerimaan selang tahun 2021. 

Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah dikelola 

selama ini, ada beberapa sumber pendapatan yang perlu 

dioptimalkan penerimaannya dengan meningkatkan kuantitas, 

jangkauan, dan kualitas pelayanan serta meningkatkan penegakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap 

memperhatikan dampak-dampak yang mungkin berpengaruh 

terhadap sendi perekonomian masyarakat. 

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin 

meluasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola 

pendapatan daerah. Berkaitan dengan rencana peningkatan 

pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang 

sesuai dengan peraturan perundangan adalah melalui Intensifikasi 

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peningkatan 

penerimaan lain-lain PAD yang sah, serta Peningkatan Dana 

Perimbangan. 

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut 

diarahkan untuk: 
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11. Meningkatkan PAD melalui jenis penerimaan Pajak Daerah 

yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan 

ruang lingkup kewenangan Kabupaten melalui Peraturan 

Daerah, dengan   meningkatkan   jangkauan   dan   kualitas   

pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan 

Pajak Daerah. 

12. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah 

melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja 

penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat pengguna jasa/layanan yang menghasilkan 

Retribusi Daerah. 

13. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang 

menghasilkan Retribusi Daerah. 

14. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan 

Provinsi. 

15. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah 

sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. 

16. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam 

peningkatan penerimaan PADyang berimplikasi pada bagi 

hasil Pajak Daerah. 

17. Sosialisasi  dan  public  relationship untuk  meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-

jenis pajak daerah dan retribusi daerah. 

18. Peningkatan sarana  dan prasarana/ fasilitas dan pelayanan 

umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

19. Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima dengan 

melakukan survei kepuasan masyarakat  terhadap layanan 

publik yang diberikan. 

20. Melanjutkan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku, yang juga berimplikasi pada 

penerimaan   penghargaan   dari  pemerintah  pusat  berupa 

insentif. 
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4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah.  

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut: 

A) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah: 

a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan 

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing.  

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah 

harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan 

retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan 

perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang 

berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan 

retribusi daerah.  

c)  Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan 

retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan 

kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut 

merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau 

retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang 

terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi 

kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta 

pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi. 

d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak 

Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh 

persen), termasuk yang dibagi-hasilkan kepada 

Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai 
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pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta 

peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

e)  Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak 

Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian 

Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima 

puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan 

masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang 

berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

f)  Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan 

pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang 

merupakan bagian provinsi maupun bagian 

Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) 

dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak 

rokok bagian hak masing-masing Daerah 

provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program 

jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak 

Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 40 Tahun 2016 

g)  Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak 

Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk 

penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 
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Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari 

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan 

dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan 

hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari 

perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, 

dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan 

tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan 

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi 

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan 

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 

i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari 

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk 

mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan 

peningkatan pelayanan angkutan umum. Sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah 

Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu 

Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing. 

j)  Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari 

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil 

klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum 

menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok 

pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, 

obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek 

pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub 

rincian obejk pendapatan dengan kode rekening 

berkenaan. 
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k)  Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis 

Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang 

berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan 

sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis 

retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

l). Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa 

pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat 

Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara 

Nasional Indonesia.  

m) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa 

pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM 

untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan 

pemberdayaan UMKM.  

n) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan 

pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 

sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 belum ditetapkan.  

o) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau 

disebut nama lainnya berpedoman yang dipersamakan 

dengan pungutan diluar yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

p)  Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:  

(1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;  

(2) menghambat mobilitas penduduk;  

(3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan  

(4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program  

 strategis nasional  

q) Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana 

tercantum pada butir 1.a.1)o) dan butir 1.a.1)p) wajib 

disetorkan seluruhnya ke kas negara  
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r)   Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, 

rincian objek dan sub rincian objek.  

B) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan. 

  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan 

dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. 

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah 

Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial 

dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, 

meliputi: 

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu 

berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan 

Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;  

b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi 

sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu 

tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang 

bersangkutan; 

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu 

dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari 

investasi yang bersangkutan; dan/atau 

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari 

investasi pemerintah daerah; 

sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengelolaan Investasi Daerah. 

C) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah: 

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan 

daerah selain pajak daerah, retsribusi daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara rinci 

berdasarkan objek , rincian objek dan sub rincian objek, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, meliputi: 
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a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 

b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 

c) hasil kerja sama daerah; 

d) jasa giro; 

e) hasil pengelolaan dana bergulir; 

f) pendapatan bunga; 

g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 

h)penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat 

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau 

pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau 

penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada 

bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau 

dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 

i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah   

terhadap mata uang asing; 

j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

k) pendapatan denda pajak daerah; 

l) Pendapatan denda retribusi daerah; 

m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

n) pendapatan dari pengembalian; 

o) pendapatan dari BLUD; dan 

p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.   

Dalam rangka meningkatkan PAD yang sah, Pemerintah Daerah 

dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah 

dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah 

Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama 

penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.  

4.2.2 Pendapatan Transfer  

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dirinci 

menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.  

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan 

sebagai berikut: 

a. Transfer Pemerintah Pusat 
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Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek : 

1). Dana Perimbangan 

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek : 

(a) Dana transfer Umum 

Pendapatan transfer umum terdiri atas :  

(1). Dana Bagi Hasil (DBH) 

i. Pendapatan dari DBH yang bersumber dari Pajak  

Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari 

pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan 

Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan 

Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) 

yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) 

dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai 

dengan alokasi yang di tetapkan dalam Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 

2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau 

informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak 

Tahun anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui 

portal kementerian Keuangan dengan dengan 

memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan 

Negara yang dinamis, diantaranya dengan 

mempertimbangkan penerimaan DBH-Pajak 3 

(tiga) tahun terakhir  yaitu Tahun Anggaran 2020, 

Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.   

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak 

Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau 

terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah 

tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan 

dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi 

mengenai alokasi DBH-Pajak tahun 2023 melalui 

portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan 

setelah Peraturan daerah tentang APBD Tahun 
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Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah 

harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud 

pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah 

Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023. Pendapatan dari DBH-Cukai 

Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai 

dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT 

menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 

2023.  

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ 

kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum 

ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT 

didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan 

DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 

Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 

Anggaran 2017.  

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Rincian DBH-CHT menurut provinsi 

/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah 

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah 

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 

2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus 

menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan 

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan 

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah 

tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau 

ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang 

tidak melakukan Perubahan APBD tahun anggaran 

2023. 

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber 

Daya Alam 
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Pendapatan dna bagi hasil yang bersumber dari 

sumber daya alam (DBH-SDA) terdiri dari  DBH-

Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan 

Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, 

DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan 

Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan 

paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan 

dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Alokasi DBHSDA Tahun 

Anggaran 2023 dengan memperhatikan 

kemungkinan realisasi penerimaan negara yang 

dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan 

penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir 

didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak 3 

(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, 

Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.  

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi 

DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan 

dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA 

setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah 

harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud 

pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA 

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.  

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA 

Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang 

salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih 

pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan 

lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan 

daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah 
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Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023.  

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA 

untuk daerah induk dan daerah otonom baru 

karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2). Dana Alokasi Umum (DAU) 

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan 

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden 

dimaksud belum ditetapkan,  penganggaran 

pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU 

Tahun Anggaran 2022. 

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah 

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 

2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus 

menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada 

peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

(b) Dana Transfer Khusus  

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN 

dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk 

mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang 

merupakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh 

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pendapatan dana transfer 

khusus tersebut, diuraikan:  
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(a) DAK Fisik; dan  

(b) DAK Non Fisik.  

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud 

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau 

informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer 

Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan 

melalui portal Kementerian Keuangan.  

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 

disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum 

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi 

mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun 

Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan 

belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus 

dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 

2023.   

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN 

Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi 

resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun 

Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan 

dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang 

APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah 

Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus 

dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan 

DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 

Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2023. 

2) Dana Insentif daerah.  

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan 

kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria 
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tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas 

perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.  

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai 

dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 

2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif 

Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui 

portal Kementerian Keuangan.  

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau 

informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun 

Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan 

dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah 

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 

ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana 

Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, 

untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau 

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.  

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang 

bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus 

berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Pengelolaan Dana Insentif Daerah. 

3). Dana otonomi khusus  

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang 

memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan 

undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai 

dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun 

Anggaran 2023. 
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Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun 

Anggaran 2023 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana 

Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana 

Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 dengan 

memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2020. 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun 

Anggaran 2023 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah 

tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka 

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi 

Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan 

perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam 

peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang 

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

4). Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi 

desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan 

sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Apabila 

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 

2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi 

Dana Desa Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, maka 

penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada 

penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Dalam hal 

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 

2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi 
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Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau 

terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD 

Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus 

menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu 

melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang 

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan 

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023. 

B). Transfer Antar Daerah.  

Pendapatan Transfer antar daerah terdiri atas :  

1). Pendapatan bagi hasil 

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari 

pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain 

berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan 

kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak 

Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan 

pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari 

pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal 

penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 

mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, 

penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil 

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan 

realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022. 

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang 

belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat 

pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam 

peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah 

yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 

2023. 

2). Pendapatan Bantuan Keuangan.  
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Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang 

diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka 

kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah 

provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. 

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum 

maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD 

penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan, yaitu: 

(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;  

(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;  

(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; 

dan  

(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.  

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan 

keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah 

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 

ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan 

bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung 

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

4.2.3.  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Lain lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan 

daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. 

Lain lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan 

objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan 

Penganggaran lain lain pendapatan daerah yang Sah 

memperhatikan kebijakan sebagai berikut: 

1). Pendapatan hibah  

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang 

berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, 

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri 

yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak 

ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan 

perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi 

pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima 

maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi 

tinggi.  

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah 

dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan 

kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada 

akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian 

obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau 

sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. 

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada 

dokumen persyaratan kesediaan untuk memberikan dana 

hibah. 

2). Dana darurat  

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang 

diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana  untuk 

mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh 

bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah 

dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan.  

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk 

mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani 

masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah 

diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN 

Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.  

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah 

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 

ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat 

dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala 
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Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan 

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023. 

3). Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan meliputi : 

a)  Pendapatan Hibah Dana BOS  

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan 

Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD 

Tahun Anggaran 2023, dengan mempedomani Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada 

Pemerintah Daerah.  

b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi 

Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan 

sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN 

Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai 

alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 

2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian 

Keuangan.  

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai 

alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 

2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan 

setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 

2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana 

Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan 

perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada 

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak 

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.  

Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka 

Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 
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dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan 

pertimbangan Menteri Dalam Negeri. 

c) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh 

pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan 

panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas 

Bumi. 

Tabel 4.1 

Target Pendapatan Daerah   

Tahun Anggaran Tahun 2023 

Kode Uraian Jumlah 

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.676.081.793 

4.1.01 Pajak Daerah 32.204.053.793 

4.1.02 Retribusi Daerah 13.692.028.000 

4.1.03 
Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 
2.180.000.000 

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.600.000.000 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 992.706.507.761 

4.2.01 
Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat 
952.840.000.000 

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 39.866.507.761 

4.3 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 

8.965.993.720 

4.3.01 Pendapatan Hibah 495.580.000 

4.3.03 

Lain-lain Pendapatan Sesuai 

dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 

8.470.413.720 

  Jumlah Pendapatan 1.052.348.583.274 
 

Sumber : SIPD Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2023 

 


